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PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 4 TAHUN 2021 

TENTANG 

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI 

DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk  mewujudkan penyelenggara negara yang 

bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme 

melalui penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang 

baik di lingkungan  Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, 

perlu disusun pedoman yang dapat menjadi panduan 

bagi pimpinan dan pegawai di lingkungan Badan 

Pembinaan Ideologi Pancasila dalam melaksanakan tugas 

dan fungsinya; 

b. bahwa Surat Edaran Sekretaris Utama Badan Pembinaan 

Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2021 tentang 

Pengendalian dan Penanganan Gratifikasi di Lingkungan 

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sudah tidak sesuai 

dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga  

perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang 

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan 

Pembinaan Ideologi Pancasila; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6409); 

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan 

Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaga Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 17); 

5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 

Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 758); 

6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 

Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA 

TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI 

LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya 

disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Presiden. 

2. Pimpinan adalah Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil 

Kepala BPIP. 

3. Pegawai BPIP, yang selanjutnya disebut Pegawai adalah 

pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu, pejabat 

fungsional umum, pegawai pemerintah dengan perjanjian 

kerja, termasuk pejabat/pegawai yang ditugaskan, 

diperbantukan atau dipekerjakan yang digaji/diupah dari 

keuangan negara berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

4. Pihak Lain adalah seluruh pihak baik eksternal maupun 

internal BPIP, orang perseorangan, kelompok, maupun 

badan hukum yang pernah, sedang, atau diketahui 

berpotensi memiliki hubungan kerja atau sebagai mitra 

kerja yang terkait penerimaan, pemberian dan 

permintaan Gratifikasi serta memiliki konflik 

kepentingan. 

5. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi 

uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket 

perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, 

pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang 

diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang 

dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau 

tanpa sarana elektronik. 
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6. Pelapor adalah Penerima Gratifikasi yang menyampaikan 

Gratifikasi. 

7. Penerima adalah setiap Pimpinan dan Pegawai yang 

menerima Gratifikasi terkait dengan jabatan dan/atau 

berlawanan dengan tugas atau kewajibannya. 

8. Penolakan adalah Pelapor Gratifikasi yang menolak 

pemberian Gratifikasi. 

9. Pemberi adalah Pihak Lain yang memiliki hubungan kerja 

dengan BPIP dan melakukan pemberian Gratifikasi yang 

terkait dengan jabatan penerima dan/atau berlawanan 

dengan tugas atau kewajibannya. 

10. Rekan Kerja adalah sesama Pimpinan dan/atau Pegawai 

di lingkungan internal BPIP dimana terdapat interaksi 

langsung terkait kedinasan. 

11. Unit Pengendalian Gratifikasi, yang selanjutnya disingkat 

UPG adalah unit pelaksana yang melakukan fungsi 

pemantauan dan pengendalian Gratifikasi di lingkungan 

BPIP. 

12. Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya 

disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. 

13. Berlaku Umum adalah kondisi pemberian yang 

diberlakukan sama untuk semua dalam hal jenis, 

bentuk, persyaratan, atau nilai sesuai dengan standar 

biaya yang berlaku dan memenuhi kewajaran atau 

kepatutan. 

 

Pasal 2 

Pedoman pengendalian Gratifikasi dalam Peraturan Badan ini 

bertujuan untuk memberikan arah dan acuan kepada 

Pimpinan dan Pegawai dalam pengendalian Gratifikasi guna 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih 
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serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan 

BPIP. 

 

Pasal 3 

Ruang lingkup Peraturan Badan ini meliputi:  

a. Kategori Gratifikasi; 

b. Tata Cara Pelaporan Gratifikasi; 

c. UPG; dan 

d. Pelindungan Pelapor. 

 

BAB II 

KATEGORI GRATIFIKASI 

 

Bagian Kesatu 

Bentuk Gratifikasi 

 

Pasal 4 

Gratifikasi terdiri atas: 

a. Gratifikasi yang wajib dilaporkan; dan 

b. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. 

 

Pasal 5 

(1) Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 huruf a merupakan penerimaan dalam 

bentuk apapun oleh Pimpinan dan Pegawai BPIP dari 

Pemberi yang diduga memiliki keterkaitan dengan 

jabatan dan/atau bertentangan dengan kewajiban atau 

tugas Pimpinan dan Pegawai BPIP. 

(2) Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terdiri atas: 

a. penerimaan uang dari Pemberi setelah proses lelang 

atau proses lainnya yang berhubungan dengan 

jabatan Penerima;  

b. penerimaan hadiah dalam arti luas misalnya uang, 

fasilitas, atau akomodasi dari Pihak Lain yang 

diketahui atau patut diduga diberikan karena 
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